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ABSTRACT  
 
PE (Permanent Establishment) is an international tax terminology which is a consequence of the 
operations of the base/fixed sites in the treaty partner country, after fulfilling certain conditions stipulated 
in the Tax Treaty or the Act, such as: types of business activities conducted in the country treaty partner, 
source of income and the term ("Time Test"). The existence of permanent establishments of this affect a 
country's right to impose a tax on the object is meant. Status BUT in practice still needs to be studied 
again, the research method used is a historical-juridical, comparatif and analytical as well as using 
interview techniques. Travel Tax Act in determining the status BUT we found frequent changes eg, in the 
1925 Corporate Tax BUT as the subject of placing a foreign tax, then Law No. 7 / 1983 BUT put as the 
subject of domestic taxes and the Law No. 10 years in 1994 stutus BUT reinstated as foreign tax subject 
until now. There are also difficulties associated with determining the condition of BUT for certain 
conditions eg how to define a PE for a transaction that uses E-Commerce. It would need to be reviewed 
relates to the status of PE as a tax subject and also have already started to set up regulations relating to 
the determination of a PE are complete. 
 




 BUT (Permanent Establishment) merupakan terminologi perpajakan internasional yang 
merupakan konsekuensi dari kegiatan usaha dengan basis/lokasi tetap di negara treaty partner, setelah 
memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam Tax Treaty atau Undang-undang, seperti: jenis 
kegiatan usaha yang dilaksanakan di negara treaty partner, sumber penghasilan dan jangka waktu 
("Time Test"). Adanya Bentuk Usaha Tetap ini mempengaruhi Hak suatu negara untuk mengenakan pajak 
terhadap obyek yang di maksud. Status BUT dalam praktek masih perlu dikaji lagi, metode penelitian 
yang digunakan adalah secara historis-yuridis, comparatif dan analitis serta mengunakan tekhnik 
wawancara. Perjalanan UU Pajak kita dalam menentukan status BUT ternyata sering berubah-ubah 
misal, dalam Pajak Perseroan 1925 menempatkan BUT sebagai subjek pajak luar negeri, kemudian 
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 menempatkan BUT sebagai subjek pajak dalam negeri kemudian 
Undang-undang No. 10 tahun 1994 stutus BUT dikembalikan lagi sebagai Subjek pajak luar negeri 
sampai dengan sekarang. Ada kesulitan juga berkaitan dengan penentuan kondisi BUT untuk kondisi-
kondisi tertentu suatu missal bagaimana menentukan suatu BUT untuk transaksi yang menggunakan E-
Commerce. Kiranya perlu dikaji ulang berkaitan dengan status BUT sebagai Subjek Pajak dan juga 
harus sudah mulai disiapkan peraturan yang terkait dengan penentuan suatu BUT secara lengkap.  
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